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ABSTRAK

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai
jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib
dilakukan upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020;bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang
menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di
Indonesia, dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini
adalah :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
128,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);



CATATAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511). Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-
Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 mengatur tentang perubahan, beberapa ketentuan
dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-
Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran yang diubah mengatur mengenai :

a. Penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaran Pemilihan;

b. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada
penyelenggra Pemilihan;

c. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, masa Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan pembentukan
dan masa kerja PPDP;

d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga servey atau

jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

Pendaftaran Pasangan calon;

Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;

Penetapan Pasangan calon, termasuk penyelesaian sengketa atas

penetapan Pasangan Calon;

k. Pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit
dana kampanye

I.  Pelaksanaan Pemungutan Suara

m. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

n. Penetapan pasangan calon terpilih

0. Penyelasian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
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Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilh; dan
Evaluasi dan pelaporan tahapan

- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni
2020






